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Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala, 

yang di latar belakangi oleh adanya perbedaan tentang kalimat pengucapan 

qobul dalam akad nikah, dengan redaksi ”kalimat saya terima nikahnya” 

dan ”saya terima menikahinya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pendapat Penyuluh Agama Kecamatan Tabukan terhadap perbedaan lafaz qobul 

serta dasar hukum yang digunakan mengenai pengucapan qobul dalam sebuah 

akad nikah. 

 

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan, dengan pendekatan 

deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Penyuluh Agama 

Kecamatan Tabukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi yang mana wawancara dilakukan oleh 

beberapa penyuluh Agama dan dokumentasi baik berupa sumber tertulis, gambar 

dan karya ilmiah, dari semuanya memberikan informasi tambahan serta sebagai 

pelengkap bagi penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Data dianalisis 

dengan teknik deskriftif kualitatif. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para penyuluh agama sepakat 

bahwa akad nikah dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat nikah. Lafaz 

seperti ”saya terima nikahnya” dan ”saya terima menikahinya” dinilai memiliki 

makna yang sama dan dianggap sah. Sementara, lafaz yang ambigu atau tidak 

jelas seperti ”saya setuju” atau ”saya bersedia hidup bersama”, dianggap tidak 

sah karena tidak tidak memenuhi unsur lafaz qobul yang tegas dan jelas. Dasar 

hukum yang digunakan oleh penyuluh agama bervariasi, mulai dari pendapat 

imam syafi’i,hadis tentang pentingnya niat, prinsip-prinsip fikih munakahat 

mengenai pengucapan ijab qobul, peraturan perundang-undangan seperti UU 

Perkawinan dan SE Dirjen Bimas Islam, serta rujukan dari kitab-kitab fikih. 

 

 


